QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (Wbnp)

BISMII,l,.f\HIRR.-\lIMANIRR.MIIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATE BiiLUEN,
Menimbang . balnwa dalam rangka  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan
Kelancaran  Pelakasanaan Otonomi Dacrah,  maka Pemerintah
Kabupasten Bircuen berwenang melakukan Pungutan Retribusi Wajib
Daltar Perusahaan (WDP) sebagai salah saty sumber Pendapatan

Asli Dacrah ( PAD ):
b. bahwa untuk maksud tersebul perly menetapkan dalam suaty Qanun;
Mengingat : | Undang-undang Nomor |7 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa  Pajuk (Lembaran Negara  Tahun 1997 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 368 1):.

o

Undung-undzmg Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4]

Tambahan I embaran N R S085);

[

3. Undungau':dung Nomor 19 Vahun 1997 lentang, Penagiban Pajak
dengan Surat Paksy (Lemburan Negara Tahun 1997 Nomor 42

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)

4. Undung-undung Nomor 22 “Tahun 1999 lentang - Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

5. lndzmg-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang Pcrimbnngnn
Keuangan Antary Pemeringah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tumuahan Lembaran Negara Nomor 3848) :
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). Und:mg-um!ung Nomor 48 Tahun 1999 tentang  Pembentukan
Kabupaten  Bircyen dan Kabupaten Simeylye (Lembaran Negara

Tahun 199y Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897)

T

SHesgrlinaani Nomor S Tahon 2000 entang Perubahan Atas
lJml:n!y»-{::‘.(!:ﬂ‘lg Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
sabupaten Biregen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Afag
Undung-undung Nomor I8 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi
Dacrah (1.embaran Negira Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 39603).

9. llmi:m;;-uml;mg Nomor 18 Tuhan 2001 entang  Pembentukan

Otonomi Khusus Propingi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

Neaars Tahun 200 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor -] ] 34 ).

10. Peraturan Pemerintah Nosior 19 Tahun 1907 tentang Pujak Dacerah

(Lemharan Megmu Tahua 1997 Nomor 54 T ambahan Lembaran
Negara Nomor 3691y

L Peraturan FPemerintah Neor 20 Tahun 1997 tentang Retribus;

Dacrah (! .cmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomgr 3692)

12.Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahyn 1999 tentang  Teknik
Penyusunan Peraturan I’crundung-undunguIL Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70):;
[3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I'71 Tahun 1997 lentang
Pedoman Tata Cyry Pemungutan Pajak Dacrah:

M Keputusan | A%

........ Foerens
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4 Keputusan Menteri Dajam Negert Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Cara Pemeriksaan dj Bidang Pajak Dacrah:

'S Keputusan Menteri Perdagangan Nomor  73/KP/11/1993 tentang
Ketentuan Tant dan Pengelolaan Biava Administrasi Wajib Daftar

Perusahaan.

16 Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacrah:
17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah:

IR Keprtnsan Nemen Daiam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Dacrah Nabupaten/Kota:

19 Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2001 lentang
Teknik Penvasunan dan Materi Muatan Produk-produk  Hukum

Daerah:

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk-produk Hukum Daerah:

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22 Keputusan Menteri Dalan: Negeri Nomor 24 Tahun 2001 lentang
Lembaran Daerah dan Berit Dacrah:
23. Keputusan Menteri Datamy Negeri Nomior 13667 ‘iahun 2002

entang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota,

Dengan Persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN (WDP).

BAB ... /‘)/ ........
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Qanun mvane dimakspd denonn

- Dacerah adalah Nabupaten 7 regen:
Pemeriah Dacrah adalah Kepala Dacrah beserta Perangkat Dacrah

Otonom lannya sebagan Badan Lksekutil Dacrah:

(5]

Bupati adalal Bupati Bircuen:

4. Kas Daerahy adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bircuen:

>4

Bendaharawqn Nhusus — Penerima adalah Bendaharawan  Khusus
Penerima pada Dinay Pendapatan Kabupaten Bireuen:

6. Pejabat adaluh Pegawar vang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi

Dacrah sesua; dengan Peraturan l’crund;mg-undung;m yang berlaku:

7 Perizinan Tertenty adalah Kegratan terenty Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian Kepada orang, pribadi atau  badan yang
dimaksudkan  unul pembinaan, pengaturan. pengendalian dan
Pengawasan alas Kegiatan. pemanlaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam. harann PRI sarana atau fasilitas lertentn puna
Giciindung Kepentingan dan hyenjaga kelestarian lingkungan,

8. Wajib Reiribusi adalah erang pribadi atau badan yanz  menurut

peraturan Pcnurulung-undung:‘.a Retribusi  Daerah diwajibkan untuk
melakukan Pembayaran Retribusi:

9. Masa Retribus; adalah suatu Jangka wakiy lertentu yang merupakan

batas waktuy bagi Wajib Retribysj untuk meman faatkan Wajib Daflar
Per 1sahaan (WDP):

10.Surat Pedafiaran Objek Retribus; Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPORD adalah suryt yang digunakan oleh Wajib Retribu.si melaporkan
data objek Retribusi dan Wajib Relribusi scbagai dasar Perhitungan dan
pcmbuyurun-pcmbuyurun Retiibusi yang terhutang menuurt peraturan

Perundang-undangan Retribusi Dacrah;

‘

Ll Surat .. /?’ﬂ i
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L Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
yang terhutang;

[2.Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya  disingkat  SKRDKBT adalah  Surat Keputusan yang
mencniukan (ambahan atag Inmlah Relribusi yang ielah ditetapkan,

[3.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
Kelebihan pembayaran Retribusi karena Jumlah Kredit Retribusi lebih
besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang;

[4.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi
Administrasi berupa bunga atau denda;

I5.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atau Keberatan
terhadap SKRD atau Dokumnen lain yang dipersamakan SIRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

16. Pemeriksaan  adalah serangkaian  kegiatan  untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam
rangka pergawasun kepatuiias kewajiban Retribngi Dacrah berdasarkan
peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

17 Penyidik Tindak Pidana ditidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat discbut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti ity dapat membuat tentang tindak pidana di
bidang Retribusi Dacrah yang terjadi serta menemukan lersangka;

'8. Biaya Administrasi Wajib Dallar Perusahaan yang disingkat dengan

BAWDP ini diajukan untuk menentukan besarnya tarif Administrasi

bagi Perusahaan:

BAB I

IQAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2 {
(1) Dengan Nama Retribusi Wajib Dafiar Perusahaan (WDDP) scbagai ‘
pembayaran afas pelrvani: Tunda Ualiar Perusahaan dalam Wilayah ;
Kabupaten Bireuen. (
(2) Obyek .77 = .. ‘{
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(2) Obyek Retribus; adalah Wayib Daftar Perusahaan (WDP ).
(3) Subyek  Retribusi adalah Orang atau Badan Usaha yang bergerak
dibidang usaha Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

BAB 111

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

HASIL USAHA
INDUSTRI / PERDAGANGAN

Pasal 3
Tingkat Pembavaran  Retribusi Wajib  Daflar  Perusahaan (WDP) diukur
berdasarkan honesit: o,

Cerusahaan yang diberikan kepada Wajib Daftar Perusahaan
(WDP).

BAB 1V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Waph Daftar Perusahaan (WDP) digolongkan sebagai Perizinan
Tertentu,

BAB Vv
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5
Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Jumlah Wajib Daftar
Perusahaan (WDP).

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TA RIF

Pasal ¢

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarif retribusi

didasarkan pada tujuan untuk Menutup sebagian atau sama dengan biaya
Wajib Daftar Perusahaan (W DP).

BAB /‘?p ........... ?
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BAB VI

Nd N [ 2L AL L S S SU e ' ' g ‘
STRUKTIR DAM DEDAKNYA TARIN RICERIBLS]

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif adal- sebagai berikut :

NO JENIS IZIN USAHA
. | PERSEROAN TERBATAS (")
2. | KOPERASI (KO
3 PERSEKUTUAN KOMANDITIER (CV)

4. | FIRMA (FA)

5. | FERUSAHAAN PERSEORANGAN (PO)
6. | BUMN/BUMD

T IBENTIHK Dear s : so e BUL)

8.

PERUSAHAAN ASING (PA) .
I

—_—
f —_—

RETRIBUSI

Rp.  100.000,-
Rp. 5.000.-
Rp. 25.000.,-

Rp. 25.000.-

| Rp. 10.000,-

Rp.  50.000.-
1’ Rp. 100.000,-

| Rp. 250,00 -

—_—

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi terhutang di pungut di Wilayah Kabupaten Bircuen yaitu Daerah

tempat Dokumen yang diberikan olch Dinas

dan Koperasi.

Perindustrian, Perdagangan

BAB ... //‘./ ........
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BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

( \ A 3 e "v. P D) L4
(1 Masa NCTTOUSE Wanh 1agier Porpgahons, VIR wdad

Guaidli jaiigka waklu
yang lum;myu 5 (lima) tahun,

(2) Saat lcrhulungnyu Retribusi adalah pada saal dilerhi[kunnyu SKRD atau

Dokumen 1ain yang sah.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal ()
(1) Wajib Retribysi wajib mengisi (SPORD).

~(2)SPORD sehagaimana yang, dimaksud dalam ayat 1 harus diisi dengan

Jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau

Kuasanya.

(3) Bentuk. isi serta rain e rengisian Jur penyampaian  SPORD

sebagaiinana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUS!I
Pasal 11

(1) Berdasarkan Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat
(1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau jenis

lain yang sah.
yang

(2) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan dan ditemukan data baru dan
alau data yang  semula belum lerungkap  yang menyebabkan
penambahan jumlah  Retribys; yang tcrhutang maka dikeluarkan
SKRDKBT,

(3) Bentuk, isi den 44ty oo peictian Dokumen lain vane dinersamakan

sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

pas... AL f
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BAB X1l
TATA CARA P MUNGUTAN

Pasal 12
(n Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,
(2) Retribus; dipungu

...... Rokamen yang sah
dan atay S NP

8ABXII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13
Dalam hy| Wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya

atau kurang
membayar dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua
persen) setiap bul

an dart Retribusi yang terhutang atay kurang di bayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X1V
TATA CARA PEMBA YARAN

rasal 14
(Y Pembayaran Ketribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang erhutang dilunag; selambal-lambatnya 15 (lima belas )
hari sejak diterbitkan SKRD

atau Dokumen fain yang sah, SKRDKBT
dan STRD. '

(3)Tata Cara Pembayaran, penyetoran,

lempat pembayaran dimaksud
diatur dengan Keputusan Bupati.

{
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BAB XYV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

(D) Retribusi terhutang: berdasarkan SKRD atau Dokumen Jain yang sah,
SKRDKBT, §TRpY dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan
Jumlah Retribyy; yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang
dibayar olch Wajib Retribgi dapat ditagih melalui Badan Urusan

Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN),

(2) Penagihan Retribusi - melalui - BUPLN  dilaksanakan berdasarkan

peraturan Pcrundung-undungzm yang berlaku.

0oV

BSAB XY
KEBERATAN
Pasal 16

(1) Wajib Retribus; dapat mengajukan kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atauy Dokumen lain yang dipersamakan SKRDK BT
dan SKRDLB,

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

disertai alasan-alasan yang jclas.

(3) Dalam  hal wajib  Relribusi mengajukan keberatan atay Ketetapan
Retribusi, wajib Retribusi harus dapal membuk(ikan ketidakbenaran

ketetapan Retribusi.

(4) Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu paling lama 2 ( dua )
bulan sejak tanggal SKRD argy Dokumien fain yang sah, SKRDKBT

dan SKRDLE diterbitkan, kecuali apabily Wujib Retribusi tersebut

dapat mengajukan bahwa Jangka waktu ity dapat dipengaruhi karena
keadaan diluar kekuasaan,

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagai dimasud dalam

ayat (2) ayat (3) tidak dianggap sebagai Sur.

dipertimbangkan.

at Keberatan sehingga tidak

i
. i
(6) Pengujian ... /}? i
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(6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewayiban membayar Retribusi

dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pagal 17

(1) Bupati dalam angka wak(u paling lama 6 (¢nam) bular scjak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang

diajukan,

(2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak_ atay besarnya Retribusi yang terhutang.

(3) Apabila Jangka wak(u sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan Keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBHIAN PEMBAYARAN

Pasal 18

1

Wajiv iKewribusi dapat

Dol

(1YAtas  keiebina, nembaviran

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati,

(2) Bapati dalum  jangka  wakiu paling lama 6 (ecnam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud dalam ayat | (satu), harus memberikan keputusan.

(3)Apabila jangka wakty scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan
pengembalian kelebihan Retribysi dianggap dikabulkan dan SKRDLB

harus diterbitkan dalam Jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)Apabila - Wajib  Retribusi mempunyai  hutang  Retribusi lainnya,
Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat |
(satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly hutang
Retribusi tersebu.

(5) Pengembalinn K ototit, o oo sebagaimana dimaksud dalam ayat |

(satu) dilakukan dalam jangka wakiy paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB,

T

(6) Anahila P 5
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(6) Apabila pengembalian Kelebihan  Pembayaran  Retribusi dilakukan
setelah lewat Jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga  sebesar 2 9% (dua persen) scbulan sctelah keterlambatan

pembayaran kelebihan Retribusi.

Jasal 19

(1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayarun Retribusi diajukan

Secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

2. Nama dan alamat wajib Retribusi:
b. Masa Retribusi:
C. Besamnya Kelebihan Pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan Pengembalian  Kelebihan Pembayaran Retribusi

disampaikan sccara langsung atau melalui Pos Tercatat.

(3) Bukti Penerimaan olch Perabat Daerah atau bukti pengiriman Pos

lercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati..

usal 20

(1) Pengembaiian Kelebihan Retribusi dilakikan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi dipcrﬁilungkan dengan hutang

Retribusi lainnya, scbagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4)
pemindahbukuan  bukti

pemindahanbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

pembayaran  dilakukan dengan  cara

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Retribusi.

(2) Pemberian * "/

Scanned by CamScanner



D

13

(’)) Pe -
) rembery, - . . .
‘OCTian Pengurangan gy, keringanan  Retribusi scbagaimana
dim-‘l-u Aoy ) ..
Axsud: dalam ayal (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib
RclrihuSi

antara lain yngyk mengangsur,

(3) Pembcbusun Retribusj scbagaimana dimaksud dalam ayal (1) antara lain
diberikan Pada Wajib Retribus; Industri Kecil dan Menengah,
(9 Tata Cary Pengurangan, Keringanan  dan  Pembebasan  Retribusi

ditetapkan ol Bupati,

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak  untuk melakukan  Penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah

melampay; J2ngka  wakts 3 (tiga) tahun terhitung sejak  saat

terhutangnya Retribusi, kecuyali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindakan pidang dibidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa Penagihan Reétribusi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tertangguh apabila -
a. Diterbitkan Surat Teguran,

b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung,

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan dacrah diuncam pidana knrungzn paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
yang terutang.

retribusi

(2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB... .. "?ﬂ ........
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BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diber; Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang retribus;i.

R Jevuea . N . . adalah-
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

d

0z

Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan
Aau laporan herkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah aoar keteringan iporan tersebut memadi lengkap dan
Jelas;

Menehin, mencary dan- mengumpulkan selerangan menzenal orang
pribadi atau badan (enta..g kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehuburigan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah;
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah:
Meclakukan  pengeledahan untuk mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Dacrah:

Menyuruh berhenti, melarane seseerang inciinggalkan ruangan atau
leMpat frida saac pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas erang atau dokumen yang dibawa sebagaimana cimaksud
pada hurul ¢;

Memotret seseorang yang herkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah:;

Memanggil orang untuk  didengar keterangannya  dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi:

Menghentikan penyidikan:

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

(3) Penyidik A

dipertanggung jawabkan.
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun

)
1181 tentang Hukum Acara Pidana,

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalan: Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan
Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26
Pada saai muiai beriaku Qanun ini, maka semua pecraturan yang
bcr(cntano an dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27
Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar sctiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Qanun ini penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disalrkan-di Bircuen
pada Lm;,;,al 36 November 2002 M
~25'Ramadhan 1423 H

(. BUPATKI BIREUEN,

IS, MUSTATA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bircuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Kamadhan 1423 11

SIQKRE'I‘ARI 'l_).AERAll KABUPATEN,

| . DRS. HASAN BASRI DJALIL
‘. \_ Pembina Utama Muda
-~ Nip. 010 071 923

LLEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 60

AL
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PENJELASAN
ATAS
QANUN

KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2002

RETRIBUSI WAJID DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

I. PENJELASAN UMUM

to

(VS ]

I Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang  Nomor 22 ‘Tahun 1999 tentang

Otoromi Daerah, makg kepada Dacrah diberikan kewenangan dan kemandirian

untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri scbagai konsckuensi

berlakunya Otonomi Dacrah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan

sistem desentralisasi. maka banyak tugas-tugas yang scbelumnya kewenangan

Pemerintah Propinsi, sekarang telai menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten /

Kota, salah satu adalah Waiip Daftar Perusahaan (WDP),
)

Bahwa schubungan dengan hal terschut Wajid  Daftar Perusahaan  telah

dlimpahkan menjadi kewenanaan Pomesringal Mavapaicn / Kota scbagai sumber

Pendapatan Asii Dacran,
Bahwa uniuk adanva kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Wajib Daftar

Perusahaan (WDP) perl 1 ditur dalam suatu Qanun.

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal §

('Ukur‘ relas
Pasai

( u&ur\ ik'!-lb
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jclas

Pasal 9

Cukap jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 2

('ukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal |3

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
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